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A. Pajak berdasarkan filosofi pemungutan, terdiri dari:

1) Pajak Pusat, dipungut atas objek pajak yang tidak 

berada di suatu tempat/daerah atau berpindah-pindah 

(mobile).

2) tas Pajak Daerah, dipungut atas objek pajak yang

tidak berpindah-pindah atau berada di suatu 

tempat/daerah (immobile).
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B. Pajak menurut kedudukan hukum

Hukum pajak merupakan hukum khusus (lex specialis) 

dari hukum publik yang mengatur hubungan antara

orang/badan dengan negara.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik

yang mempunyai kekhususan berkaitan dengan

penerimaan negara.
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C. Pajak menurut sifat, terdiri dari:

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya

didasarkan kepada keadaan subjeknya.

2) Pajak objektif, yaitu pajak dikenakan hanya

memperhatikan pada objek pajaknya saja, tanpa

memperhatikan status subjek pajak yang 

bersangkutan.
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D. Pajak menurut lembaga pemungutannya, terdiri dari:

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai

APBN.

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah dan digunakan untuk membiayai APBD. 

Terdiri dari :

a) Pajak Provinsi

b) Pajak Kabupaten/Kota
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E.Pajak menurut asas pemungutan

1)Asas Domisili (Asas Tempat 

Tinggal)

2)Asas Sumber

3)Asas Kebangsaan
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F.Pajak menurut sistem pemungutan

1)Official / Government System

2)Self Assesment System

3)With Holding Tax System (contoh

Pajak Penghasilan)
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G.Pajak menurut tarif

1)Tarif Pajak Proporsional/ 

Sebanding

2)Tarif Pajak Progresif

3)Tarif Pajak Degresif

4)Tarif Pajak Tetap
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A.Peranan Pajak Dalam APBN

B.Penetapan Dan Ketetapan Pajak 

Bersifat Executorial

C.Pajak Tidak Sekedar Kewajiban

D.Bagi Hasil Pajak Pusat Kepada 

Daerah

Lanjutan Kegiatan Belajar?
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A. Peranan Pajak Dalam APBN

Pajak adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, 

yaitu menuju rakyat yang adil dan makmur, sehingga

harus memeuhi syarat:

1. Adil dan tidak terlalu membebani masyarakat.

2. Peruntukannya harus jelas.
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B. Penetapan dan Ketetapan Pajak Bersifat Executorial

Atas ketetapan pajak yang menimbulkan kurang bayar

pajak atau utang pajak (STP, SKPKB dan SKPBT) 

merupakan dasar penagihan yang memiliki executorial 

beslag setara dengan putusan peradilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.
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B. Penetapan dan Ketetapan Pajak Bersifat Executorial

Atas ketetapan pajak yang menimbulkan kurang bayar

pajak atau utang pajak (STP, SKPKB dan SKPBT) 

merupakan dasar penagihan yang memiliki executorial 

beslag setara dengan putusan peradilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.
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C. Pajak Tidak Sekedar Kewajiban

Pajak tidak sekedar kewajiban, tetapi lebih merupakan

hak warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam

pembangunan.
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D. Bagi Hasil Pajak Pusat Kepada Daerah

Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan di 

Indonesia menjadi otonomi daerah, secara bertahap

pajak yang semula sebagai pajak pusat dialihkan

menjadi pajak daerah, atau setidaknya dibagihasilkan

penerimaannya kepada daerah.



Latihan soal!

BUATLAH SEBUAH ESSAY TERKAIT PERAN STRATEGIS PAJAK! 

BERDASAR :

Pajak sebagaimana definisinya oleh beberapa ahli dan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai

berikut :

1. Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH)

2. Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan (Prof.Dr.P.J.A.Adriani)

3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 angka 1)
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